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Layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak (KIA) di Kabupaten Gowa menghadapi 
berbagai macam persoalan yang menghambat pencapaian target layanan 
tersebut bahkan sejak masa sebelum pandemi penyakit koronavirus 

(COVID-19). Sebagai wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 terbanyak kedua di 
Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Gowa menghadapi tantangan baru dalam 
menyelenggarakan layanan gizi dan KIA pada masa pandemi ini.

The SMERU Research Institute, dengan dukungan Knowledge Sector Initiative 
(KSI), melakukan penelitian sepanjang Februari–Maret 2021 untuk mengukur 
seberapa jauh penurunan layanan gizi dan KIA selama pandemi COVID-19 di 
Kabupaten Gowa. Penelitian ini terutama menggunakan pendekatan kualitatif, 
yaitu wawancara mendalam dengan para ibu, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, 
kader kesehatan, dan pihak Dinas Kesehatan. Data kuantitatif yang dihasilkan dari 
analisis data rutin kunjungan ke layanan gizi dan KIA serta survei dalam jaringan 
(daring) juga digunakan untuk mendukung hasil analisis kualitatif.

Secara garis besar, penelitian ini menemukan penurunan capaian yang bervariasi 
pada layanan gizi dan KIA di Kabupaten Gowa. Penundaan sementara kegiatan 
pos pelayanan terpadu (posyandu) pada awal pandemi mengakibatkan layanan 
kesehatan balita, yakni penimbangan dan imunisasi dasar, mengalami penurunan 
capaian yang paling besar. Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi ibu 
untuk mengakses layanan gizi dan KIA pada masa pandemi adalah rasa takut 
terhadap COVID-19 dan tantangan biaya yang disebabkan menurunnya pemasukan 
rumah tangga ibu selama pandemi.

Berdasarkan temuan-temuan dalam studi ini, kami mengembangkan tiga catatan 
kebijakan menurut jenis layanan: (i) layanan kehamilan; (ii) layanan persalinan, 
bayi baru lahir, dan nifas; serta (iii) layanan kesehatan balita. Secara umum, 
rekomendasi dalam ketiga catatan kebijakan diarahkan pada peningkatan upaya 
edukasi bagi ibu dan keluarganya dengan menggunakan pendekatan yang lebih 
personal. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui program 
Komunikasi Aman dengan Bidan (Komandan) juga dapat lebih dimaksimalkan 
untuk menjangkau lebih banyak sasaran, terutama pada masa pandemi COVID-19. 
Selain itu, peran tokoh masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta lingkungan 
yang mendukung bagi ibu untuk mengakses layanan gizi dan KIA di fasilitas 
kesehatan sepanjang kehamilan ibu hingga anaknya berusia lima tahun.
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MEMPERMUDAH AKSES IBU HAMIL UNTUK 
MENDAPATKAN LAYANAN PEMERIKSAAN 

KEHAMILAN YANG OPTIMAL 
DI KABUPATEN GOWA SELAMA PANDEMI COVID-19

RANGKUMAN EKSEKUTIF
Layanan kehamilan pada masa pandemi penyakit koronavirus COVID-19 di Kabupaten Gowa menghadapi sejumlah 
tantangan. Ketakutan terhadap COVID-19 memengaruhi keputusan ibu untuk mengakses layanan kehamilan. 
Program Komunikasi Aman dengan Bidan (Komandan), sebagai wadah konsultasi dalam jaringan (daring) bagi ibu 
dengan tenaga kesehatan, belum secara maksimal mampu menjawab kebutuhan akan layanan telemedisin pada 
masa pandemi. Kondisi keuangan keluarga yang menurun selama pandemi turut mempersulit sebagian ibu untuk 
mengakses layanan kehamilan. Selama pandemi, program kelas ibu hamil dan layanan yang mencakup kegiatan 
lapangan lainnya ditutup sementara untuk mencegah kerumunan. Kelangkaan sejumlah obat juga sering dialami 
oleh pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Sebagai akibatnya, puskesmas perlu melakukan pengadaan obat 
secara mandiri.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gowa (i) 
mengembangkan pedoman Program Komandan dan memanfaatkan program ini untuk memperluas cakupan 
pemantauan ibu hamil, (ii) mengembangkan pedoman kelas ibu hamil daring, (iii) menerapkan pendekatan yang 
lebih personal dalam upaya edukasi terkait COVID-19 kepada ibu hamil dan keluarganya, (iv) meningkatkan 
sosialisasi dan memperluas cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) 
dan Jaminan Persalinan (Jampersal), dan (v) mengembangkan sistem terpadu sinkronisasi data ketersediaan obat 
dan vitamin yang dapat diakses bersama oleh Dinas Kesehatan dan puskesmas.
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DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA 
LAYANAN KEHAMILAN DI KABUPATEN 
GOWA

Pandemi COVID-19 membawa tantangan tersendiri bagi 
layanan kehamilan di Kabupaten Gowa. Meski secara umum 
layanan kehamilan tetap terlaksana, kunjungan kehamilan 
di Kabupaten Gowa pada awal pandemi COVID-19 menurun 
secara signifikan. Sejak Februari hingga April 2020, capaian 
kunjungan pertama kehamilan (K1) menurun dari 92,0% 
menjadi 75,0% dan kunjungan keempat (K4) menurun dari 
80,3% menjadi 72,5%. Namun, pada Mei 2020, kedua jenis 
kunjungan secara perlahan-lahan membaik dan akhirnya 
mencapai pola yang serupa dengan pola 2019 (Gambar 
1). Selama pandemi COVID-19, fasilitas kesehatan, seperti 
puskesmas, klinik, praktik dokter/bidan mandiri, dan rumah 
sakit tetap beroperasi dengan pembatasan kontak dan 
penerapan protokol kesehatan. Para ibu diimbau untuk 
menunda kunjungan ke fasilitas kesehatan yang bersifat 
tidak wajib, kecuali jika mengalami keluhan atau dalam 
kondisi gawat darurat.

2

1.  Sebagian ibu hamil enggan mengunjungi 
fasilitas kesehatan karena takut tertular 
COVID-19

Meski sosialiasi dan edukasi mengenai COVID-19 telah 
banyak dilakukan, masih ada miskonsepsi terkait COVID-19 
dalam masyarakat. Beberapa ibu tetap mengakses layanan 
pemeriksaan kehamilan di puskesmas dan sebagian 
memilih pindah ke fasilitas kesehatan lain, seperti praktik 
bidan dan klinik yang dianggap lebih aman karena sepi. 
Namun, ada pula ibu-ibu yang menunda kunjungan 
pemeriksaan kehamilan yang bersifat esensial dan 
bahkan berhenti mengunjungi fasilitas kesehatan. Hal ini 
mengkhawatirkan karena jika ibu melewatkan kunjungan 
kehamilan yang bersifat esensial, ada kemungkinan bahwa 
risiko pada kehamilan atau persalinannya tidak terdeteksi 
sehingga kelak dapat membahayakan diri ibu dan bayinya. 

Pas pandemi itu [saya] sudah tidak periksa 
[kehamilan]. Tapi kebetulan istrinya om kerja di 
rumah sakit X [nama samaran], perawat di klinik ibu 
dan anak, jadi [saya] konsulnya di situ.  (Wawancara 
mendalam, ibu dengan bayi, 35 tahun, 12 Februari 
2021)

2.  Program Komandan belum berjalan secara 
maksimal

Untuk memenuhi kebutuhan akan layanan telemedisin 
selama pandemi COVID-19, setiap kelurahan di Kabupaten 
Gowa telah memiliki Program Komandan. Program 
Komandan merupakan wadah bagi ibu untuk berkonsultasi 
dengan bidan secara daring mengenai masalah kehamilan, 
persalinan, dan kesehatan anak. Namun, sejauh ini, 
pemanfaatan Program Komandan masih bervariasi, 
tergantung pada inisiatif tenaga kesehatan dan kemauan 
ibu untuk menggunakannya. Selain itu, Program Komandan 
belum mampu menjangkau semua ibu hamil di Kabupaten 
Gowa. Hal ini terjadi karena tidak semua ibu memiliki nomor 
kontak tenaga kesehatan ataupun sebaliknya.

3.  Ibu menghadapi kendala biaya untuk 
mengakses layanan kehamilan

Tantangan lain yang dihadapi ibu dalam mengakses 
layanan kehamilan di fasilitas kesehatan adalah biaya. 
Sebagian ibu tidak terdaftar, baik sebagai peserta JKN-KIS 
maupun Jampersal, atau belum mengurus perpindahan 
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) saat berpindah 
domisili. Sebagai akibatnya, ibu perlu mengeluarkan dana 
pribadi ketika mengakses layanan kehamilan di fasilitas 
kesehatan. Kondisi keuangan yang menurun selama 
pandemi mempersulit situasi ibu hamil. Mereka sering kali 
harus menyisihkan uang terlebih dahulu sebelum pergi ke 
fasilitas kesehatan.

Biasa mikir-mikir [jika mau periksa] ke bidan 
praktik. Kumpulkan uang dulu baru [pergi periksa] 
ke bidan praktik. Dulu kalau ada keluhan, langsung 
[pergi periksa] ke puskesmas. Sekarang [karena 
harus] bayar, jadi sisihkan uang dulu. (Wawancara 
mendalam, ibu hamil, 35 tahun, 14 Februari 2021)

Gambar 1. Capaian layanan K1 dan K4 di Kabupaten Gowa, 
2019–2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2020; 2021; Pusat Kebijakan dan Man   
sehatan FK-KMK UGM, 2020.

TANTANGAN DALAM LAYANAN 
KEHAMILAN YANG DIHADAPI KABUPATEN 
GOWA SELAMA PANDEMI COVID-19

Selama pandemi COVID-19, layanan kehamilan di 
Kabupaten Gowa menghadapi sejumlah tantangan yang 
perlu mendapat perhatian. Beberapa di antaranya adalah 
sebagai berikut.
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1 Stop Angka Kematian Ibu dan Anak (Sakina) merupakan program Pemerintah  
Kabupaten Gowa untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Program ini  
memberdayakan kader kesehatan untuk menjaring dan mengantarkan ibu hamil 
berisiko tinggi atau ibu hamil yang belum pernah memeriksakan kehamilannya 
ke puskesmas.

4.  Program kelas ibu hamil dan kegiatan lapangan 
lainnya tertunda selama pandemi

Sepanjang 2020, kelas ibu hamil dan kegiatan lapangan 
lainnya, seperti Program Stop Angka Kematian Ibu dan Anak 
(Sakina)1, ditutup sementara untuk mencegah kerumunan. 
Pada awal 2021, kelas ibu hamil mulai diaktifkan kembali, 
tetapi pengaktifannya belum dilakukan secara merata di 
seluruh wilayah Kabupaten Gowa sehingga tidak semua ibu 
terjaring dalam kegiatan ini. Beberapa puskesmas memiliki 
inisiatif untuk membentuk grup komunikasi antara ibu hamil 
dan tenaga kesehatan melalui aplikasi WhatsApp. Grup 
komunikasi tersebut memiliki fungsi serupa dengan kelas 
ibu hamil, yakni untuk berbagi informasi dan menjadi wadah 
konsultasi ibu hamil dengan tenaga kesehatan. Namun, 
hingga saat ini, belum ada skema pelaksanaan kelas ibu 
hamil daring di Kabupaten Gowa sehingga pelaksanaan 
komunikasi ibu hamil melalui grup WhatsApp belum 
terstandar dan merata di seluruh wilayah.

5.  Terjadi kelangkaan obat-obatan esensial di 
sejumlah puskesmas

Obat jenis tertentu, seperti oksitosin dan magnesium 
sulfat, tersedia dalam jumlah yang terbatas bahkan 
sejak sebelum pandemi COVID-19. Hal tersebut dengan 
sendirinya mengakibatkan kekurangan stok obat-obatan 
yang disalurkan oleh Dinas Kesehatan ke puskesmas. 
Pandemi COVID-19 memperparah kelangkaan obat 
esensial sehingga sejumlah puskesmas harus melakukan 
pengadaan obat sendiri. Beberapa puskesmas membeli 
obat di apotek yang berada di Kota Makassar atau bahkan 
meminta dari puskesmas lain. Saat ini, belum ada sistem 
terpadu yang memuat informasi ketersediaan obat, baik 
pada tingkat Dinas Kesehatan maupun puskesmas. Sebagai 
akibatnya, pengadaan obat secara mandiri oleh puskesmas 
sering dilakukan dalam kondisi mendadak. Hal ini terjadi 
karena puskesmas tidak mengetahui dengan pasti jumlah 
obat yang akan diterima dari Dinas Kesehatan.

Sebelum pandemi, obat-obatan masih kurang, 
seperti obat-obat emergency. Setelah pandemi, 
sangat kurang lagi seperti oxy [oksitosin], kita 
[melakukan] pengadaan sendiri. Oxy kekurangan 
karena stok di Dinas [Kesehatan] tidak ada. 
(Wawancara mendalam, tenaga kesehatan, 32 
tahun, 2 Februari 2021)

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK 
MENINGKATKAN LAYANAN KEHAMILAN 
DI KABUPATEN GOWA

Dalam rangka mengatasi permasalahan dalam layanan 
kehamilan di Kabupaten Gowa, catatan kebijakan ini 
merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gowa 
mengambil lima langkah utama berikut.

1.  Mengembangkan pedoman program 
komandan sebagai platform telemedisin dan 
memanfaatkan program ini untuk memperluas 
cakupan pemantauan ibu hamil

Pemanfaatan telemedisin pada masa pandemi COVID-19 
sangat membantu tenaga kesehatan dalam membatasi 
jumlah pengunjung di fasilitas kesehatan (Sharmila, 
Babu, dan Balakrishnan, 2020). Telemedisin juga diminati 
sejumlah ibu karena dapat mengurangi risiko mereka 
terpapar COVID-19. Program Komandan di Kabupaten 
Gowa merupakan bentuk layanan telemedisin. Namun, 
program ini belum berfungsi secara maksimal karena 
pemanfaatannya belum merata dan menjaring semua ibu.

Pemerintah Kabupaten Gowa, melalui Dinas Kesehatan, 
perlu mengoptimalkan Program Komandan dengan 
membuat panduan agar semua ibu mendapatkan layanan 
dari tenaga kesehatan yang setara dan terstandar. Perlu 
diingat bahwa telemedisin tetap tidak dapat menggantikan 
pemeriksaan kehamilan yang bersifat esensial sehingga 
pedoman perlu disusun untuk memperjelas ruang lingkup 
layanan yang dapat diakses melalui Program Komandan. 
Pedoman ini diharapkan mampu memberikan gambaran 
informasi yang jelas kepada tenaga kesehatan mengenai 
langkah-langkah penerapan Program Komandan, peran 
dan tanggung jawab setiap aktor yang terlibat, layanan yang 
tercakup, dan informasi-informasi yang perlu disampaikan 
kepada pasien.

Salah satu hambatan dalam pemanfaatan Program 
Komandan adalah bahwa tidak semua ibu hamil memiliki 
nomor kontak tenaga kesehatan atau sebaliknya. Oleh 
karena itu, pihak puskesmas, di bawah tanggung jawab 
Dinas Kesehatan, harus memastikan bahwa nomor kontak 
bidan desa telah diinformasikan kepada ibu hamil beserta 
keluarganya dan perangkat desa. Dengan begitu, para ibu 
ataupun keluarganya dapat menghubungi bidan melalui 
pesan WhatsApp atau panggilan telepon kapan pun saat 
dibutuhkan. Perlu dipastikan pula bahwa nomor kontak 
semua ibu hamil di desa tercatat agar bidan dan kader 
kesehatan desa dapat mengingatkan ibu hamil untuk secara 
rutin melakukan pemeriksaan wajib di fasilitas kesehatan. 
Upaya ini sangat diperlukan untuk memaksimalkan 
pemanfaatan Program Komandan dan memastikan bahwa 
semua ibu hamil di desa dapat terpantau oleh bidan dan 
kader kesehatan desa.

2.  Mengembangkan pedoman pelaksanaan kelas 
ibu hamil daring

Pandemi COVID-19 menyebabkan tertundanya pelaksanaan 
kelas ibu hamil, padahal program ini berfungsi sebagai wadah 
ibu hamil untuk berbagi pengalaman kehamilannya. Dalam 
keterbatasan di tengah pandemi, beberapa puskesmas di 
Kabupaten Gowa telah menginisiasi grup WhatsApp yang 
berisikan ibu hamil di satu desa, kader kesehatan, anggota 
dan pengurus kelompok pemberdayaan kesejahteraan 
keluarga (PKK), serta tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gowa perlu memaksimalkan praktik baik ini 
dengan mengembangkan pedoman kelas ibu hamil daring 
dan memastikan agar pelaksanaannya dapat diadopsi oleh 
puskesmas di seluruh wilayah Kabupaten Gowa. Pedoman 
ini dapat disatukan dengan pedoman telemedisin dalam 
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Program Komandan yang memuat informasi mengenai langkah-langkah pelaksanaan kelas ibu 
hamil daring, peran dan tanggung jawab setiap aktor yang terlibat, serta materi kelas ibu hamil 
yang sudah terstandar dan dapat digunakan oleh tenaga kesehatan.

3.  Menerapkan pendekatan yang lebih personal dalam upaya sosialisasi dan 
edukasi terkait COVID-19 kepada ibu hamil dan keluarganya

Dinas Kesehatan perlu memastikan agar materi sosialisasi menjadi komponen layanan yang 
wajib diberikan saat ibu hamil mengunjungi fasilitas kesehatan, termasuk pos pelayanan 
terpadu (posyandu). Tenaga kesehatan secara khusus perlu meluangkan waktu pada setiap 
kunjungan kehamilan untuk memberikan ibu dan keluarganya pemahaman yang mendalam 
mengenai pentingnya tetap mengakses layanan kehamilan selama pandemi COVID-19. 
Mereka juga perlu menjelaskan tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan saat ibu 
memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan 
COVID-19. Sosialisasi perlu dilakukan secara lebih personal agar semua pertanyaan dari ibu 
hamil dapat disampaikan secara langsung. Pesan yang disampaikan juga dapat disesuaikan 
dengan latar belakang dan kondisi ibu agar lebih mudah diterima. Dengan demikian, sosialisasi 
diharapkan dapat lebih menghasilkan perubahan perilaku.

Tenaga kesehatan dengan bantuan kader juga dapat memanfaatkan Program Komandan 
untuk memperluas jangkauan sosialisasi daring melalui fitur panggilan suara atau panggilan 
video. Dengan cara ini, tenaga kesehatan dapat menjaring lebih banyak ibu hamil meski tanpa 
pertemuan atau komunikasi tatap muka.

4.  Meningkatkan sosialisasi dan memperluas cakupan kepesertaan JKN-KIS dan 
Jampersal

Kendala biaya sering kali menjadi hambatan bagi ibu yang tidak menggunakan JKN-KIS ataupun 
Jampersal dalam mengakses layanan kehamilan di fasilitas kesehatan. Sementara itu, selama 
pandemi COVID-19, kondisi keuangan ibu dan keluarga menurun. Perangkat desa bersama 
bidan dan kader kesehatan, dapat bersinergi untuk mendata dan mengarahkan ibu hamil yang 
belum memiliki asuransi kesehatan agar mendaftar menjadi peserta JKN-KIS atau Jampersal. 
Ibu yang baru berpindah domisili sebaiknya juga tercakup dalam pemantauan oleh perangkat 
desa untuk memastikan ibu memiliki kartu JKN-KIS yang aktif dan dapat digunakan di fasilitas 
kesehatan terdekat.

5.  Mengembangkan sistem terpadu sinkronisasi data ketersediaan obat dan 
vitamin

Pandemi COVID-19 memperburuk kondisi kelangkaan sejumlah obat dan vitamin esensial 
sehingga puskesmas perlu melakukan pengadaan obat dan vitamin yang tidak disalurkan oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. Pengadaan obat dan vitamin secara mandiri sering dilakukan 
dalam kondisi mendadak karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya mengenai jumlah obat 
dan vitamin yang tersedia di Dinas Kesehatan untuk disalurkan kepada tiap puskesmas. Oleh 
karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa perlu mengembangkan basis data ketersediaan 
obat dan vitamin yang dapat diakses secara waktu nyata (real time) oleh semua puskesmas. 
Dengan basis data ketersediaan obat dan vitamin yang terpadu, puskesmas dapat mengantisipasi 
lebih dini apabila jumlah obat dan vitamin yang akan diterimanya tidak sesuai dengan jumlah 
yang telah diajukan. Dengan demikian, pengadaan obat dan vitamin secara mandiri dapat 
dilakukan oleh puskesmas secara lebih terencana dan terarah. n
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MENCIPTAKAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG 
BAGI IBU HAMIL UNTUK MENGAKSES LAYANAN 

PERSALINAN DAN PASCAPERSALINAN 
DI KABUPATEN GOWA SELAMA PANDEMI COVID-19

RANGKUMAN EKSEKUTIF
Pandemi penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) menambah kerumitan persoalan yang menyelimuti layanan 
persalinan dan pascapersalinan di Kabupaten Gowa. Meskipun layanan persalinan terlihat seperti tidak begitu 
terdampak COVID-19, sesungguhnya terdapat masalah struktural yang telah lama menjadi faktor penghambat 
bagi Kabupaten Gowa dalam mewujudkan 100% persalinan terstandar di seluruh wilayahnya, yakni masih adanya 
persalinan di rumah. Ibu dan keluarganya memiliki pengetahuan tentang dan kesadaran atas pentingnya layanan 
kesehatan ibu dan anak (KIA) yang terbilang masih rendah. Selama pandemi, ketakutan terhadap COVID-19 turut 
menjadi hambatan bagi ibu untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Di luar hal itu, tantangan biaya juga menambah 
kepelikan masalah pada layanan persalinan dan pascapersalinan. Untuk mengatasi hal tersebut dan menciptakan 
lingkungan yang mendukung ibu bersalin untuk mengakses layanan KIA, catatan kebijakan ini merekomendasikan 
beberapa hal: (i) memperkuat peran kepala desa dalam pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan 
Pencegahan Komplikasi (P4K), (ii) memperluas cakupan kemitraan bidan dan dukun beranak di pusat kesehatan 
masyarakat (puskesmas) di seluruh wilayah Kabupaten Gowa, (iii) memperluas cakupan kepesertaan Jaminan 
Kesehatan Nasional–Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dan Jaminan Persalinan (Jampersal), dan (iv) menyampaikan 
edukasi terkait KIA dan COVID-19 secara lebih personal ke ibu hamil/bersalin dan keluarganya.
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Itu dia alasannya [ibu melahirkan di rumah] ... Kemarin 
saja di 2020, persalinan di rumah ada lima orang 
kalau tidak salah. Ada juga alasannya suami belum 
datang dan sudah keburu melahirkan di rumah. Ada 
juga memang karena [tantangan] biaya. Ada juga 
karena memang niatnya mau melahirkan di rumah.
(Wawancara mendalam, tenaga kesehatan, 46 tahun, 
10 Februari 2021)

2.  Kurangnya kesadaran ibu dan keluarga atas  
pentingnya layanan KIA

Tingkat pengetahuan dan kesadaran ibu atas pentingnya 
layanan KIA masih terbilang rendah. Salah satu alasan ibu 
tidak bersalin di fasilitas kesehatan adalah kemauan pribadi 
untuk bersalin di rumah. Selain itu, ditemukan sejumlah 
ibu yang tidak melakukan kunjungan neonatus di fasilitas 

DAMPAK PANDEMI COVID-19 
PADA LAYANAN PERSALINAN DAN 
PASCAPERSALINAN DI KABUPATEN GOWA

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang berbeda pada 
layanan persalinan dan pascapersalinan di Kabupaten 
Gowa. Terkait persalinan, pola layanan persalinan dengan 
bantuan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan Kabupaten 
Gowa selama pandemi COVID-19 pada 2020 tidak banyak 
berubah dibandingkan dengan pola sebelum pandemi, 
yakni pada 2019 (Gambar 1). Selama pandemi, layanan 
persalinan tetap selalu tersedia di fasilitas kesehatan, 
termasuk puskesmas. Pengalihan layanan persalinan ke 
puskesmas tetangga sempat dilakukan selama beberapa 
hari ketika terjadi penularan COVID-19 di ruang bersalin 
puskesmas. Dibandingkan dengan layanan persalinan, 
layanan pascapersalinan yang mencakup kunjungan 
nifas dan kunjungan neonatus (bayi baru lahir) mengalami 
fluktuasi selama tahun 2020 (Gambar 2).

Meskipun layanan pascapersalinan dapat dilakukan di 
fasilitas kesehatan mana pun, sejumlah ibu menghadapi 
hambatan untuk mengakses layanan tersebut secara 
maksimal. Di luar hal itu, layanan persalinan dan 
pascapersalinan memiliki persoalan masing-masing yang 
telah ada sejak sebelum pandemi. Hadirnya pandemi 
COVID-19 memperpelik permasalahan struktural yang 
dihadapi kedua jenis layanan.

TANTANGAN DALAM LAYANAN 
PERSALINAN DAN PASCAPERSALINAN 
SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI 
COVID-19

Beberapa masalah yang telah lama mengusik layanan 
persalinan dan pascapersalinan di Kabupaten Gowa adalah 
sebagai berikut.

1. Masih ditemukannya persalinan di rumah 
tanpa penanganan tenaga kesehatan

Meskipun P4K1 sudah terlaksana di Kabupaten Gowa, 
nyatanya masih ada ibu yang bersalin di rumah tanpa 
bantuan tenaga kesehatan. Beberapa faktor yang 
menyebabkan ibu tidak bersalin di fasilitas kesehatan 
mencakup masih rendahnya tingkat kesadaran ibu atas 
pentingnya persalinan yang aman dengan bantuan tenaga 
kesehatan, tantangan biaya, jauhnya akses menuju fasilitas 
kesehatan, dan terlambat pergi ke fasilitas kesehatan 
karena menunggu kehadiran suami di rumah. Persalinan 
dengan bantuan dukun beranak masih dijumpai di wilayah 
yang sulit diakses, meskipun dukun beranak telah diimbau 
untuk tidak menolong persalinan.

2

Gambar 1. Capaian persalinan di fasilitas kesehatan di 
Kabupaten Gowa, 2019–2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2020; 2021; Pusat Kebijakan dan 
Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, 2020.

Gambar 2. Capaian kunjungan neonatus lengkap dan 
kunjungan nifas lengkap di Kabupaten Gowa, 2019–2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2020;  2021; Pusat Kebijakan dan 
Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM, 2020.

1 Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) merupakan suatu 
upaya untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir melalui 
kegiatan peningkatan akses dan kualitas layanan dengan cara memantau, mencatat, serta 
menandai setiap rumah ibu hamil dengan stiker. P4K bertujuan meningkatkan cakupan  
dan mutu layanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi baru lahir melalui peningkatan peran 
aktif keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman, persiapan 
menghadapi komplikasi, dan tanda bahaya kebidanan bagi ibu sehingga ibu melahirkan 
bayi yang sehat (Hermiyati et al., 2009; Yusriani, Mukharrim, dan Ahri, 2019).
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kesehatan. Salah satu alasannya adalah anggapan bahwa 
bayi masih terlalu kecil untuk dibawa keluar rumah. Hal 
ini diperkuat oleh kepercayaan di kalangan sebagian kecil 
ibu bahwa bayi berusia kurang dari 40 hari dilarang untuk 
keluar rumah. Kepercayaan yang sifatnya turun-temurun 
ini diyakini tidak hanya oleh ibu bayi, tetapi juga nenek 
bayi yang turut berperan besar dalam pengasuhan bayi. 
Selain itu, terdapat kesalahpahaman bahwa bayi tidak perlu 
dibawa ke fasilitas kesehatan lagi sebelum waktu imunisasi 
kedua, yaitu saat bayi berusia satu bulan.

... iya [bayi tidak dibawa periksa di bawah satu bulan] 
karena masih takut. Soalnya masih terlalu kecil, 
terus perjalanan jauh juga .... Sekitar satu kilo[meter] 
dari rumah ke posyandu [pos pelayanan terpadu] ....
(Wawancara mendalam, ibu dengan bayi, 21 tahun, 
22 Februari 2021)

Hadirnya pandemi COVID-19 mempersulit persoalan yang 
dihadapi layanan persalinan dan pascapersalinan. Beberapa 
faktor penghambat layanan persalinan dan pascapersalinan 
yang timbul karena pandemi ini adalah sebagai berikut.

1.  Ketakutan ibu terhadap penularan COVID-19

Meskipun telah banyak dilakukan edukasi mengenai 
COVID-19, nyatanya masih beredar miskonsepsi terkait 
COVID-19 dalam masyarakat. Masih terdapat ibu yang tidak 
bersalin di fasilitas kesehatan karena rasa takut terhadap 
COVID-19. Sejumlah ibu juga tidak mengakses layanan 
pascapersalinan di fasilitas kesehatan meskipun telah 
diimbau oleh tenaga kesehatan. Anggapan bahwa bayi 
lebih rentan terkena COVID-19 turut menjadi penyebab ibu 
lebih enggan mengakses kunjungan neonatus daripada 
kunjungan nifas untuk dirinya sendiri. Hal ini menjadi 
tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dan 
tenaga kesehatan untuk terus mendorong ibu untuk tetap 
mengakses layanan KIA yang bersifat esensial pada masa 
pandemi.

Bidan [menyuruh] datang lagi buat kontrol jahitan, 
tapi saya takut. Jadi cuma beli obat. Alhamdulillah 
sembuh sendiri. (Wawancara mendalam, ibu dengan 
bayi, 35 tahun, 12 Februari 2021)

2. Kekurangan biaya untuk mengakses layanan 
pascapersalinan

Tantangan lain yang dijumpai ibu dalam mengakses 
layanan pascapersalinan ialah kendala biaya. Sebagian ibu 
tidak terdaftar sebagai peserta JKN-KIS maupun Jampersal. 
Terdapat pula ibu yang belum mengurus perpindahan 
fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) saat ibu 
berpindah domisili sehingga ibu perlu mengeluarkan dana 
pribadi ketika mengakses layanan kesehatan. Persalinan 
membutuhkan biaya yang umumnya cukup besar sehingga 
saat ibu harus melakukan kunjungan nifas, ibu telah 
kehabisan dana. Lebih-lebih, pemasukan yang menurun 
selama pandemi mempersulit kondisi tersebut hingga 
menyebabkan ibu mengesampingkan kunjungan nifas.

[Alasan tidak melakukan kunjungan nifas karena]… 
kurang biaya karena sudah [habis dipakai untuk] 
melahirkan. (Wawancara mendalam, ibu dengan bayi, 
21 tahun, 17 Februari 2021)

REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK 
MEMAKSIMALKAN LAYANAN 
PERSALINAN DAN PASCAPERSALINAN 
DI KABUPATEN GOWA

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi 
layanan persalinan dan pascapersalinan di Kabupaten 
Gowa, catatan kebijakan ini merekomendasikan empat 
langkah utama dengan tujuan menciptakan lingkungan 
yang dapat mendorong ibu untuk mengakses kedua 
layanan tersebut di fasilitas kesehatan.

1.  Memperkuat peran kepala desa dalam 
pelaksananaan P4K

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa bersama dengan 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu 
mewujudkan kerja sama yang bertujuan merangkul 
tokoh yang dipercaya dan dihormati masyarakat 
dalam pelaksanaan P4K. Di tingkat desa, sinergi dapat 
diimplementasikan melalui kolaborasi antara puskesmas, 
bidan desa, dan kepala desa dalam memantau dan 
mengarahkan ibu dan bayi ke fasilitas kesehatan. Sebagai 
pemimpin pembangunan desa, kepala desa memiliki 
peran yang strategis dalam mendorong masyarakat 
untuk mengakses layanan kesehatan (Walsh et al., 2018). 
Dukungan dari kepala desa dapat membantu tenaga 
kesehatan dalam membangun hubungan yang erat 
dengan masyarakat. Kolaborasi antara kepala desa dan 
tenaga kesehatan menjadi kunci untuk memastikan 
bahwa ibu selalu mendapatkan layanan kesehatan yang 
aman dan berkualitas sepanjang kehamilan hingga 
pascapersalinannya.

2.  Memperluas cakupan kemitraan bidan dan 
dukun beranak di puskesmas di seluruh 
wilayah Kabupaten Gowa

Untuk mendukung pelaksanaan P4K, beberapa wilayah 
di Kabupaten Gowa telah menetapkan larangan 
persalinan dengan bantuan dukun beranak. Praktik baik 
ini selayaknya diperluas ruang lingkupnya oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Gowa agar memiliki dampak yang 
lebih besar. Sebagai contoh, perluasan kemitraan bidan 
dan dukun beranak telah diterapkan di semua puskesmas 
di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Inisiatif 
ini membuahkan hasil positif, yaitu meningkatkan angka 
cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 13,1% 
dalam sepuluh tahun (2001–2011) di Kabupaten Trenggalek 
(Sulistiawan dan Nurmalasari, 2014). Jika perlu, kemitraan 
antara bidan dan dukun beranak dapat dilegalkan juga 
dalam bentuk pengembangan regulasi yang secara tegas 
mengatur tugas dan tanggung jawab bidan dan dukun 
beranak, seperti Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2018 
di Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat.

3.  Memperluas cakupan kepesertaan JKN-KIS 
dan Jampersal

Mengingat permasalahan biaya yang merupakan salah 
satu hambatan bagi ibu bersalin dalam mengakses layanan 
KIA di fasilitas kesehatan, perangkat desa bersama bidan 
dan kader sebaiknya bersinergi dalam mendata ibu yang 
belum memiliki asuransi kesehatan sosial. Para ibu tersebut 
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hendaknya diarahkan untuk mendaftar sebagai peserta JKN-KIS atau Jampersal sejak awal 
kehamilan. Ibu yang baru berpindah domisili sebaiknya juga tercakup dalam pemantauan oleh 
perangkat desa untuk memastikan bahwa ibu memiliki kartu JKN-KIS yang aktif dan dapat 
digunakan di fasilitas kesehatan terdekat.

4.  Melakukan edukasi terkait KIA dan COVID-19 secara lebih personal kepada ibu 
bersalin dan keluarganya

Pada masa pandemi, tenaga kesehatan perlu melakukan upaya lebih keras dalam mengedukasi 
baik ibu hamil maupun ibu bersalin dan keluarganya mengenai pentingnya untuk tetap 
mengakses layanan KIA yang esensial. Sejalan dengan hal tersebut, ibu dan keluarganya 
sebaiknya juga diberi pemahaman mengenai COVID-19 untuk menghindari munculnya 
kesalahpahaman yang kerap menimbulkan rasa takut untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. 
Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa perlu memasukkan materi edukasi tentang COVID-19 
sebagai komponen layanan yang wajib diberikan saat ibu mengunjungi fasilitas kesehatan, 
termasuk posyandu, mulai dari awal kehamilan hingga pascapersalinan.

Tenaga kesehatan dapat meluangkan waktu selama beberapa menit pada setiap kunjungan 
kehamilan untuk memberikan ibu dan keluarganya pemahaman yang mendalam mengenai 
pentingnya layanan KIA dan mengenai COVID-19. Edukasi perlu dilakukan dengan pendekatan 
personal agar memberikan pengaruh lebih besar kepada ibu dan keluarganya (Suharsono, 
2012). Pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan latar belakang dan kondisi ibu supaya 
lebih menghasilkan perubahan perilaku. Dengan mengedepankan pendekatan komunikasi 
interpersonal, tenaga kesehatan diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan 
ibu sehingga ibu bisa lebih menaruh kepercayaan kepada mereka.

Saat ini, setiap kelurahan di Kabupaten Gowa memiliki program telemedisin bernama Komunikasi 
Aman dengan Bidan (Komandan) sebagai wadah konsultasi ibu dengan bidan mengenai 
masalah seputar kehamilan, persalinan, dan kesehatan anak. Program Komandan juga dapat 
dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan dengan bantuan kader untuk memperluas jangkauan 
edukasi secara dalam jaringan (daring) melalui fitur panggilan suara atau panggilan video. 
Dengan begitu, tenaga kesehatan dapat menjaring lebih banyak ibu tanpa komunikasi tatap 
muka di tempat. n
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MENINGKATKAN KESEHATAN BALITA 
DENGAN MEMPERBAIKI PEMAHAMAN IBU 
DAN LINGKUNGAN PENDUKUNG BALITA

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Layanan imunisasi dasar dan penimbangan berat badan untuk anak usia di bawah lima tahun (balita) di Kabupaten 
Gowa telah menghadapi sejumlah masalah bahkan sebelum terjadinya pandemi penyakit koronavirus 2019 
(COVID-19). Masalah utama yang menghambat kedua layanan tersebut adalah partisipasi ibu di pos pelayanan 
terpadu (posyandu) yang cenderung rendah dan pemahaman ibu balita yang parsial mengenai pentingnya layanan 
kesehatan anak.

Munculnya pandemi COVID-19 memperburuk kondisi tersebut sehingga mengakibatkan penurunan cukup besar 
pada capaian layanan imunisasi dasar dan penimbangan berat badan balita, sedangkan cakupan pemberian 
vitamin A relatif lebih stabil. Penutupan sementara kegiatan posyandu serta rasa takut akan COVID-19 yang timbul 
dari miskonsepsi dan hoax (informasi bohong) menjadi penyebab penurunan capaian layanan imunisasi dasar dan 
penimbangan berat badan balita pada masa pandemi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, catatan kebijakan 
ini merekomendasikan agar dilakukan upaya-upaya

a) menggandeng aktor masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan dukun beranak dalam upaya 
peningkatan kesadaran dan kepatuhan ibu terkait layanan kesehatan bayi dan balita;

b) menerapkan pendekatan yang lebih personal kepada ibu balita serta keluarganya dalam sosialisasi mengenai 
kesehatan ibu dan anak (KIA) dan COVID-19; dan

c) meningkatkan alokasi dana untuk pemberian makanan tambahan (PMT) penyuluhan.

No. 3/Des/2021

h
tt

p
s:

//
m

e
d

ia
in

d
o

n
e

si
a.

co
m

/g
al

le
ri

e
s/

d
e

ta
il_

g
al

le
ri

e
s/

18
0

0
8

-
ke

g
ia

ta
n

-p
o

sy
an

d
u

-d
i-m

as
a-

p
an

d
e

m
i



2

DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA 
LAYANAN KESEHATAN BALITA

Sejak masa sebelum pandemi COVID-19, layanan imunisasi 
dasar dan penimbangan berat badan balita di Kabupaten 
Gowa telah menghadapi sejumlah masalah. Masalah 
utama yang menghambat kedua layanan tersebut adalah 
partisipasi ibu di posyandu yang cenderung rendah dan 
pemahaman ibu balita yang parsial mengenai pentingnya 
layanan kesehatan anak. Munculnya pandemi COVID-19 
memperburuk kondisi tersebut sehingga kedua layanan 
mengalami kemerosotan tajam pada awal pandemi.

Penundaan sementara kegiatan posyandu pada April 2020 
dan rasa takut akan COVID-19 yang timbul dari miskonsepsi 
serta beredarnya hoax di tengah masyarakat berperan 
besar dalam penurunan imunisasi dasar dan penimbangan 
berat badan balita pada masa pandemi (Gambar 1 dan 
Gambar 2). Namun, sejak pertengahan 2020, tercatat 
bahwa implementasi kedua layanan berangsur membaik. 
Layanan penimbangan berat badan balita mengalami 
peningkatan pada Agustus 2020; salah satu penyebabnya 
adalah adanya pemberian vitamin A yang sudah mulai 
dilaksanakan kembali di posyandu. Berbeda dengan kedua 
layanan lainnya, pemberian vitamin A tetap mengundang 
antusiasme masyarakat selama 2020. Pada Agustus 2020, 
masyarakat telah mulai beradaptasi dengan kebiasaan baru 
sehingga layanan pemberian vitamin A tidak mengalami 
banyak perubahan.

TANTANGAN STRUKTURAL DAN 
TANTANGAN BARU AKIBAT PANDEMI 
COVID-19 DALAM LAYANAN KESEHATAN 
BALITA DI KABUPATEN GOWA

Berikut adalah permasalahan dalam layanan kesehatan 
balita yang dihadapi Kabupaten Gowa.

1.  Partisipasi ibu di posyandu yang cenderung 
rendah

Permasalahan struktural pertama yang dihadapi Kabupaten 
Gowa adalah rendahnya partisipasi ibu dalam layanan 
kesehatan balita. Partisipasi ibu dalam mengakses layanan 
kesehatan anak di posyandu memang sudah rendah sejak 
masa sebelum pandemi COVID-19. Pada 2019, cakupan 
penimbangan berat badan balita setiap bulan hanya 
mencapai 70,2% (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 
2020). Cakupan tersebut menurun pada 2020 hingga 
jatuh ke angka 46,9% (Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 
2021). Rendahnya partisipasi ibu di posyandu berkaitan 
erat dengan kurangnya insentif untuk menarik perhatian 
mereka. Sebenarnya penyediaan PMT penyuluhan diyakini 
bisa menarik minat ibu untuk datang ke posyandu. Namun, 
PMT penyuluhan yang pembiayaannya bersumber dari 
Dana Desa hanya disediakan sekali setiap tiga bulan.

… kadang bidan desa di posyandu apabila memiliki 
dana menitip ke kader untuk membuat bubur kacang 
hijau dan sejenisnya .... Ini tidak rutin dilakukan namun 
bisa menjadi pemicu untuk anak-anak datang ke 
posyandu …. (Wawancara, kader posyandu, 45 tahun, 
6 Februari 2021)

Gambar 1. Jumlah kunjungan imunisasi dasar bayi per jenis 
imunisasi di Kabupaten Gowa pada 2019–2020

Gambar 2. Capaian layanan penimbangan berat badan balita 
dan pemberian vitamin A Kabupaten Gowa pada 2019–2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2021.

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, 2021.
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2.  Pemahaman ibu balita yang parsial akan 
pentingnya layanan kesehatan anak

Permasalahan struktural kedua adalah kurangnya 
pemahaman ibu tentang layanan kesehatan balita. 
Sebenarnya sudah banyak ibu yang sadar akan pentingnya 
layanan imunisasi dasar dan penimbangan berat badan 
balita, tetapi pemahaman para ibu tersebut tidak lengkap. 
Ketika balita sudah lengkap status imunisasinya atau 
telah berusia di atas dua tahun, para ibu cenderung 
berhenti membawa balitanya ke posyandu, meskipun 
telah ada upaya penyadaran oleh tenaga kesehatan dan 
kader posyandu. Hal ini memprihatinkan, mengingat risiko 
stunting pada balita berusia dua tahun ke atas justru lebih 
besar daripada balita di bawah dua tahun. Pada saat balita 
menginjak usia dua tahun, frekuensi asupan ASI eksklusifnya 
perlahan-lahan berkurang. Jika asupan ASI eksklusif tidak 
dilengkapi dengan pemberian makanan yang bergizi, risiko 
stunting pada balita tersebut akan meningkat (Wali, Agho, 
dan Renzaho, 2020).

Selain itu, meski mengetahui pentingnya imunisasi dasar, 
para ibu dan keluarganya tidak benar-benar paham bahwa 
imunisasi dasar perlu dilakukan tepat pada waktunya. 
Studi ini menemukan adanya beberapa balita yang 
status imunisasinya tidak lengkap dan banyak balita yang 
terlambat dalam mendapatkan imunisasi. Hal tersebut 
diperparah oleh miskonsepsi yang tertanam pada keluarga 
bayi, seperti sang nenek yang merasa kasihan kalau bayi 
harus disuntik dan sang ayah yang enggan mengimunisasi 
bayinya karena takut anaknya akan demam. Termasuk 
juga dalam miskonsepsi ini adalah adanya tabu atau 
kepercayaan bahwa bayi berusia kurang dari 40 hari tidak 
boleh keluar rumah.

Begitu lewat masa imunisasinya, biasanya [ibu] tidak 
datang lagi … bisa jadi karena dia menganggap berat 
badan bukan masalah yang serius .... (Wawancara, 
tenaga kesehatan, 39 tahun, 1 Februari 2021)

3. Ibu khawatir bahwa dirinya ataupun balitanya 
akan terpapar COVID-19 saat mereka mengakses 
layanan kesehatan

Di luar permasalahan struktural, pandemi COVID-19 
menghadirkan tantangan tersendiri bagi layanan kesehatan 
balita di Kabupaten Gowa. Meski telah dilakukan berbagai 
upaya sosialisasi dan edukasi mengenai COVID-19, 
masih banyak miskonsepsi di tengah masyarakat yang 
menyurutkan niat ibu untuk datang ke fasilitas kesehatan 
ataupun posyandu. Sebagai contoh, beredar hoax bahwa 
vaksin untuk imunisasi dasar mengandung koronavirus; 
informasi bohong tersebut membuat para ibu enggan 
mengimunisasi anaknya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri 
bagi Pemerintah Kabupaten Gowa dan tenaga kesehatan 
untuk terus mendorong para ibu agar membawa balitanya 
guna mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.

… [alasan kenapa takut ke posyandu] karena takut 
nanti ada campuran virus di dalam obat [vaksin] yang 
disuntikkan. (Wawancara mendalam, ibu bayi, 26 
tahun, 7 Februari 2021)

REKOMENDASI UNTUK MENINGKATKAN 
LAYANAN KESEHATAN BALITA   
DI KABUPATEN GOWA

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi 
layanan kesehatan balita di Kabupaten Gowa, catatan 
kebijakan ini merekomendasikan tiga langkah utama 
dengan tujuan menciptakan lingkungan yang dapat lebih 
mendorong kehadiran ibu di fasilitas kesehatan ataupun 
posyandu.

1.  Menggandeng aktor masyarakat, seperti tokoh 
agama, tokoh masyarakat, dan dukun beranak, 
dalam upaya peningkatan kesadaran dan 
kepatuhan ibu terkait layanan kesehatan balita

Pemerintah Kabupaten Gowa perlu melibatkan aktor 
masyarakat dalam program kesehatan. Pelibatan aktor ini 
akan menciptakan lingkungan yang dapat mendukung 
keberhasilan program. Tokoh agama memiliki posisi 
strategis di tengah masyarakat dan sering kali dianggap 
sebagai panutan. Masyarakat cenderung lebih mau 
mendengar dan mengikuti arahan tentang kesehatan yang 
disampaikan oleh tokoh agama (Heward-Mills et al., 2018).

Serupa dengan tokoh agama, tokoh masyarakat juga 
merupakan elemen penting yang berpengaruh dalam 
membentuk dan mempertahankan nilai-nilai dan budaya 
di tengah masyarakat. Sebagai contoh, di Malawi, tokoh 
masyarakat memegang peranan penting dalam upaya 
pengendalian infeksi HIV pada remaja dengan mendorong 
remaja untuk tidak melakukan hubungan seks di luar nikah 
(Chimatiro, Hajison, dan Muula, 2020).

Meski demikian, perlu dipahami bahwa aktor masyarakat 
juga membutuhkan pendampingan dari tenaga kesehatan 
untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang 
kesehatan anak. Tokoh masyarakat di Malawi, misalnya, 
mengakui bahwa terkadang mereka gagal menjawab 
pertanyaan warga masyarakat seputar isu kesehatan 
(Chimatiro, Hajison, dan Muula, 2020). Oleh karena itu, aktor 
masyarakat yang dilibatkan dalam program kesehatan juga 
perlu mendapatkan edukasi melalui pembekalan materi 
KIA oleh tenaga kesehatan untuk mencegah tersebarnya 
informasi yang salah kepada masyarakat. Dalam kondisi 
pandemi COVID-19 sekarang ini, pembekalan materi KIA 
kepada aktor masyarakat dapat dilakukan dengan cara 
dalam jaringan (daring) dan pelaksanaannya dibagi ke 
dalam kelompok-kelompok kecil. Hal ini bertujuan agar 
proses pembelajaran aktor masyarakat berjalan lebih 
maksimal.

2.  Menerapkan pendekatan yang lebih personal 
kepada ibu balita serta keluarganya dalam 
sosialisasi mengenai KIA dan COVID-19

Pada masa pandemi sekarang ini, tenaga kesehatan 
perlu berupaya lebih keras dalam memberikan edukasi 
mendalam kepada ibu balita dan keluarganya mengenai 
pentingnya mengakses layanan kesehatan anak secara 
rutin dan tepat pada waktunya. Sejalan dengan hal tersebut, 
ibu dan keluarganya sebaiknya juga diberi pemahaman 
mengenai COVID-19 guna meluruskan kesalahpahaman 
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dan hoax yang kerap menimbulkan rasa takut untuk mengunjungi fasilitas kesehatan. Materi 
sosialisasi dapat dimasukkan sebagai salah satu komponen layanan yang wajib diberikan 
saat ibu mengunjungi fasilitas kesehatan ataupun posyandu.

Untuk ibu balita yang menolak datang ke fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan–
didampingi aktor masyarakat–dapat melakukan penjangkauan melalui kunjungan rumah 
guna melakukan sosialisasi kepada mereka secara personal. Sosialisasi yang dilakukan 
secara personal diyakini dapat mendatangkan pengaruh lebih besar pada ibu balita dan 
keluarganya (Suharsono, 2012). Pesan yang disampaikan dapat disesuaikan dengan latar 
belakang dan kondisi ibu balita serta keluarganya agar lebih dapat menimbulkan perubahan 
perilaku. Dengan mengedepankan pendekatan komunikasi interpersonal, tenaga kesehatan 
diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan ibu balita sehingga ibu balita 
bisa menaruh kepercayaan lebih besar kepada mereka.

Saat ini setiap kelurahan di Kabupaten Gowa memiliki program konsultasi daring bernama 
Komunikasi Aman dengan Bidan (Komandan). Program Komandan merupakan wadah untuk 
konsultasi para ibu dengan bidan mengenai masalah seputar kehamilan, persalinan, dan 
kesehatan anak. Program ini juga bisa dimanfaatkan oleh tenaga kesehatan–dengan bantuan 
kader posyandu/kesehatan–untuk memperluas jangkauan sosialisasi secara daring melalui 
fitur panggilan suara (audio call) ataupun panggilan video (video call). Selain melakukan 
sosialisasi mengenai COVID-19 dan pentingnya layanan KIA, tenaga kesehatan juga dapat 
menyebarluaskan informasi mengenai alternatif fasilitas kesehatan yang dapat dikunjungi 
selama pandemi sebagai antisipasi jika posyandu tutup ataupun jika ibu menginginkan 
layanan yang lebih sepi dan aman.

3. Meningkatkan alokasi dana untuk PMT penyuluhan

Selama ini, PMT penyuluhan tidak diadakan secara rutin setiap bulan karena keterbatasan 
pendanaan yang bersumber dari desa. Kurangnya penyediaan ataupun keberagaman PMT 
penyuluhan merupakan salah satu penyebab rendahnya antusiasme ibu untuk datang ke 
posyandu. Sudah saatnya perangkat desa memberikan perhatian lebih pada PMT penyuluhan 
dengan mengalokasikan porsi Dana Desa untuk PMT penyuluhan setiap bulan. Komitmen 
semua pihak terkait merupakan kunci bagi keberhasilan penyediaan PMT penyuluhan. 
Pada program kemitraan masyarakat di sebuah desa di Kabupaten Tasikmalaya, misalnya, 
penyediaan PMT penyuluhan yang konsisten dan beragam mampu meningkatkan partisipasi 
ibu di posyandu (Hidayanti dan Maywati, 2019). Dalam penyediaan PMT penyuluhan, kader 
posyandu dapat memanfaatkan pangan yang tersedia di wilayah setempat. n
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